
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor  271/Pdt.G/2024/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sengkang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  Jual

Meubel,  tempat  kediaman  di  Jl.  Lembu  RT  1  RW1  Tempe,

Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,Dalam hal

ini memberikan kuasa kepada : Dewi Wahyuni Mustafa,S.H.,M.H,

Advokat/Pengacara  beralamat  di  Jalan  Nangka  Nomor  2

Sengkang,Kelurahan  Maddukelleng,Kecamatan

Tempe,Kabupaten  Wajo,berdasarkan  surat  kuasa  Khusus  yang

dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor :

164/SK/PA.SKG/III/2024  tanggal  5  Maret   2024  selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  33 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan Tidak

ada,  tempat  kediaman  di  Bakke  Alau,  Kelurahan

Salomenraleng,  Kecamatan  Tempe,  Kabupaten  Wajo,

sebagai  Tergugat;.

 Pengadilan Agama tersebut; 

 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

 Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 
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DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  04

Maret  2024 yang terdaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama Sengkang pada

tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor  271/Pdt.G/2024/PA.Skg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  Isteri  sah  Tergugat  yang

melangsungkan pernikahan pada hari  Senin,  tanggal  01  Maret  2021,  di  Jl.

Lembu RT 1 RW 1 Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten

Wajo,  berdasarkan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  B-009  /

Kua.21.24.14 / Pw.01 / 2 / 2024, tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pancatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tempe,

Kabupaten Wajo. 

2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftarnya

gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 3 tahun lebih

lamanya. 

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama  selama        2 tahun 10 bulan di rumah orang tua Penggugat dan

rumah orang tua Tergugat secara bergantian. Dimana Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniahi 1 (satu) orang anak / keturunan bernama Afida Naafiah (lahir

tanggal 19 Februari 2022) dalam asuhan Penggugat. 

4. Bahwa keadaan rumah tangga  Penggugat dan Tergugat dari

awal  kurang  harmonis  yang  disebabkan  karena  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  paham  dan  pertengkaran  terus  â€“

menerus. 

5. Bahwa  karenanya  Penggugat  sudah  pernah  mengajukan 

gugatan  cerai  ke  Pengadilan  Agama  Sengkang  pada  bulan  Maret  2023

dengan register perkara Nomor : 244 / Pdt.G / 2024 / PA. Skg dan waktu itu

Penggugat dengan Tergugat berhasil dirukunkan kembali pada tahap mediasi,
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dimana Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi kembali sifatnya

yang tidak disenangi oleh Penggugat. 

6.  Bahwa kemudian Penggugat  dan Tergugat  membina rumah tangga

kembali  di  rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun

lamanya.  Namun ternyata antara Penggugat  dan Tergugat  dalam menjalani

rumah tangga masih tetap berselisih paham dan bertengkar terus - menerus. 

     

7. Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  paham  dan

pertengkaran  terus  -  menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sampai

kemudian Penggugat  dan Tergugat  pisah tempat  tinggal  untuk  yang kedua

kalinya adalah karena :    Tergugat tempramen, walaupun persoalan sepele

Tergugat marah dan terkadang Tergugat kasar terhadap Penggugat, dimana

Tergugat  sering  menarik  lengan   Penggugat  dengan  keras,  sehingga

Penggugat merasa sakit pada bagian lengannya tersebut,Tergugat lebih sering

tinggal di kamar dan waktunya lebih banyak digunakan untuk tidur dibanding

bekerja mencari nafkah untuk keluarga, sehingga Penggugat terpaksa bekerja

untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga,Tergugat  tidak  mau  bergabung  dan

berinteraksi  dengan  keluarga  Penggugat,  dimana  Tergugat  hanya  tinggal

mengurung  diri  di  kamar  dan  jarang  keluar,  sehingga  Penggugat  selalu

mengantarkan  makanan  ke  kamar  untuk  Tergugat,  jika  marah  kepada

Penggugat, sering mencekik leher Penggugat. 

8.  Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  untuk  tetap

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan harapan Tergugat

akan  berubah  sesuai  dengan  pernyataan  yang  telah  dibuat  oleh  Tergugat.

Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak berubah juga. 

9.  Bahwa  akhirnya  terjadi  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  pada  tanggal  19  Februari  2024,  dimana  Tergugat  marah  dan

mengamuk ketika dingatkan  oleh Penggugat untuk bekerja. Dimana Tergugat

waktu  itu  mencekik  leher  Penggugat  dengan  keras,  sehingga  Penggugat
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menangis  dan  berteriak  karena  merasa  sangat  kesakitan  dan  nyawa

Penggugat sudah terancam. Sehingga saat kejadian tersebut, Penggugat lari

meninggalkan kamar dan tidak lagi tidur bersama dengan Tergugat. Sehingga

keesokan harinya Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan

mengambil semua pakaiannya.   

10. Bahwa dengan  keadaan  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

tersebut, serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 19

Februari 2024;  

11. Bahwa  Penggugat sudah tidak mempunyai  harapan lagi untuk hidup

rukun  sebagai  suami  isteri  dengan  Tergugat  dalam  suatu  rumah  tangga.

Sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk

mempertahankan  ikatan  perkawinannya  dengan  Tergugat,     Karenanya

Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara hukum

dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang. 

   

     Berdasarkan segala yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat

mohon  kepada Ketua  Pengadilan  Agama  Sengkang  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.  

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. 

SUBSIDAIR : 

 Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

   Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang

menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  berdasarkan  relaas  panggilan  yang
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dibacakan  di  dalam  persidangan  dan  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadiran

Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa  majelis  hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  kembali  rukun

dengan  Tergugat,  tetapi  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

pemeriksaan  perkara  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

  Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-009 /

Kua.21.24.14 / Pw.01 / 2 / 2024 Tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh

KUA Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi  Selatan yang telah dicocokkan

dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda

bukti.P;

Bahwa selain bukti  surat  tersebut,  Penggugat menghadirkan pula 2 (dua)

orang saksi masing-masing bernama:

Saksi  1,  Badaruddin bin  Lecce,  umur 63 tahun,  agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  Jual-jualan,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Lembu,Kelurahan

Tempe,Kecamatan  Tempe,Kabupaten  Wajo,  telah  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Ayah Kandung

dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah

Penggugat dan Tergugat hidup bersama di  tinggal bersama di rumah orang

tua penggugat  dan rumah orang tua tergugat  secara bergantian selama 2

tahun 10 bulan.;
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 Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga

telah timbul perselisihan;

 Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:

 tergugat tempramen walaupun persoalan sepele tergugat marah dan

terkadang tergugat  kasar  terhadap penggugat,  tergugat  sering menarik

lengan  penggugat  dengan  keras  sehingga  penggugat  merasa  sakit

lengannya,tergugat  lebih  banyak  tidur  di  banding  bekerja  mancari

nafkah,tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga penggugat,jika marah

sering mencekik leher penggugat,tergugat meninggalkan rumah orang tua

penggugat dengan mengambil semua pakaiannya sehingga terjadi pisah

tempat tinggal 1 bulan,

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah  1

bulan;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat   tidak  pernah  diupayakan

kembali rukun;

 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak

saling mengunjungi,  tidak pernah berkomunikasi,  tidak saling memedulikan

dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

 Bahwa  sejak  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal,

Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, Ahmad Agus bin Darwis, umur 21. tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan  Menjahit,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Bakke  Alau,Kelurahan

Salomenraleng,Kecamatan  Tempe,Kabupaten  Wajo,  telah  memberikan

keterangan  di  bawah  sumpah  di  depan  sidang  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :
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 Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah keluarga dan

saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah

Penggugat dan Tergugat hidup bersama di  tinggal bersama di rumah orang

tua penggugat  dan rumah orang tua tergugat  secara bergantian selama 2

tahun 10 bulan.;

 Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga

telah timbul perselisihan;

 Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:

 tergugat tempramen walaupun persoalan sepele tergugat marah dan

terkadang tergugat  kasar  terhadap penggugat,  tergugat  sering menarik

lengan  penggugat  dengan  keras  sehingga  penggugat  merasa  sakit

lengannya,tergugat  lebih  banyak  tidur  di  banding  bekerja  mancari

nafkah,tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga penggugat,jika marah

sering mencekik leher penggugat,tergugat meninggalkan rumah orang tua

penggugat dengan mengambil semua pakaiannya sehingga terjadi pisah

tempat tinggal 1 bulan,

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah  1

bulan;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat   tidak  pernah  diupayakan

kembali rukun;

 Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal,

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
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Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah

berkomunikasi,  tidak  saling  mengunjungi,  tidak  saling  memedulikan  dan

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu

apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  meskipun  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi  tidak  datang  menghadap  maka  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  oleh

karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek

(default judgement);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus

dijadikan sebagai  alasan  perceraian  adalah sebagaimana terurai  dalam duduk

perkara;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun

dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
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 Menimbang,  bahwa  karena  pihak  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui

mediasi  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum dan  beralasan,  oleh  karena itu  majelis  hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  Penggugat  mengajukan

gugatannya  adalah  karena  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat   tidak

rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat,

sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling

berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak

kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  yang  merupakan  akta  otentik  dan  telah

bermaterai  cukup dan sesuai  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang

sah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, bukti ini telah memenuhi syarat

formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna

(volledig) dan mengikat (bindende) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo.

Pasal  1870  KUHPerdata,  sehingga  dengan  demikian  menjadi  dasar  hukum

Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa saksi  1 dan saksi  2 Penggugat,  sudah dewasa dan

sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana diatur  dalam

Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  dan saksi  2 mengetahui,  bahwa

pada awalnya setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  pernah  rukun, namun
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kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama

jangka  waktu  tertentu  tersebut  di  atas,  sejak  perpisahan  tempat  tinggal  tidak

pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan

tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang

dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu  keterangan saksi-saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  308

R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di

atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308

dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan

keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:

 Tergugat  tempramen  suka  marah,dan  kasar  dengan  menarik

lengamn penggugat dengan keras sampaiu sakit dirasakan Penggugat. 

 Tergugat  lebih  sering  tinggal  di  kamar  dan  lebih  banyak  tidur

dibanding bekerja mencari nafkah.

 Tergugat  tidak  mau  bergabung  dan  berinteraksi  dengan  keluarga

penggugat

 Tergugat hanya tinggal ,mengurung diri di kamar dan jarang keluar

sehingga  penggugat  selalu  mengantarkan  makanan  ke  kamar  untuk

tergugat.

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 271/Pdt.G/2024/PA.Skg. 

`

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Tergugat marah dan mengamuk ketika di ingatkan oleh penggugat

untuk  bekerja  dan  mencekik  leher  penggugat  kemudian  tergugat  pergi

meninggalkan  rumah  orang  tua  penggugat  dengan  mengambil  semua

pakaiannya..

3. Bahwa  sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1

bulan  tidak  pernah  berkomunikasi,  tidak  saling  mengunjungi,  tidak  saling

memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

4. Bahwa  selama  persidangan,  Penggugat  telah  bertekad  untuk  berpisah

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta hukum tersebut,  dihadapkan

dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  terbukti  telah  retaknya  kehidupan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal

mana  mengindikasikan bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam

syariat  Islam  maupun  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku  tentang

perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah

hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama

lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan

rumah tangga,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa rasa  cinta  dan  kasih  sayang

antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak

lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku

sikap  yang  selayaknya  diperlihatkan  seorang  suami  sebagai  pelindung  dan

pengayom terhadap  istrinya,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  34  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,   bahwa  meskipun  dari  fakta  hukum  yang  terungkap  di

persidangan  terbukti  ataupun  tidak  terbukti  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  hal
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tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah

pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar

(matri  monial  guilt)  atau  siapa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran,  karena  meskipun  ditemukan  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat

didamaikan lagi.  Karena yang menjadi indikator dari  sebuah perceraian adalah

perkawinan  yang  telah  pecah  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,

sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18

Juni  1996,  dalam  setiap  persidangan  majelis  hakim  telah  mengupayakan

semaksimal  mungkin  menasihati  Penggugat  agar  rumah  tangganya  dengan

Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak

berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa

perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk

dirukunkan  lagi,  yang  tidak  menutup  kemungkinan  kondisi  seperti  itu  akan

menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan

ini  akan semakin  sulit  untuk  mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang

sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik  Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal  17 Maret

1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan

bersama  dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  alasan

perceraian  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan.  jo  Pasal  19  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”; 

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  seluruh  pertimbangan  tersebut  di

atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah

sesuai  dengan ketentuan Pasal  39 ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Kompilasi  Hukum Islam dan dengan bukti-bukti  dan dengan keyakinan majelis

hakim,  Oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat

dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan

Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  norma hukum

Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan kaidah fikih antara lain:

 Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 34:

كبيرا عليا كان الله إن سبيل عليهن تبغوا فل أطعنكم فإن  

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-

cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

 Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

طلقة يطلقهاالقـاضى وحينئذ التفريق القـاضى من تطلب أن لها يجـوز

بينهما الصلح عن وعجز الضرر ثبت إذا بائنة

Dan bagi  seorang istri  boleh mengajukan perceraian dari  suaminya dan

hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  apabila  nampak  adanya

kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg  gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara

verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perceraian  ini  diajukan  oleh  Penggugat,

maka  berdasarkan  Pasal  119  Ayat  (2)  Huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,

Pengadilan  Agama  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra Tergugat  terhadap

Penggugat  dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara  a quo dalam bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  biaya  yang

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,  

4. Membebankan Penggugat untuk  membayar  biaya perkara  sejumlah

Rp 198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Rabu tanggal 17

April  2024  Miladiah bertepatan dengan  tanggal  8  Syawal  1445  Hijriyah.  dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri  dari

Drs. Rusli  M.,  M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,  Drs. Andi Zainuddin dan  Hilmah

Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota serta Sulfian P., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat;

   

Hakim Anggota 

Drs. Andi Zainuddin

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M., M.H.
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Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulfian P., S.Ag

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 28.000,00

-  PNBP        : Rp     20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

          Staramin, S.Ag., M.H
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